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BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

bahwa pembatasan waktu operasional kendaraan
angkutan barang di Kabupaten Subang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023
tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan
Angkutan Barang pada Ruas Jalan di Wilayah
Kabupaten Subang;

bahwa untuk mendukung penyesuaian waktu
operasional kendaraan angkutan barang, Peraturan
Bupati sebagaimana  dimaksud dalam = dalam
pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembatasan
Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada
Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Subang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6760);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dsaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun
2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 834);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang
Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor
10);

Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan
Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Subang
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor
28);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN DI
WILAYAH KABUPATEN SUBANG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2023 tentang Pembatasan Waktu Operasional
Kendaraan Angkutan Barang pada Ruas Jalan di Wilayah
Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2023 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pembatasan waktu
operasional kendaraan angkutan barang yang
beroperasi pada ruas jalan di Wilayah Kabupaten
Subang yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembatasan  waktu operasional = kendaraan
angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut:

a. hari senin sampai dengan hari jumat, mulai
pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00
WIB dan pukul 16.00 WIB sampai dengan
pukul 20.00 WIB; dan

b. hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur
nasional, mulai pukul 05.00 WIB sampai
dengan pukul 21.00 WIB.

Pembatasan  waktu operasional  kendaraan

angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), berlaku untuk semua kendaraan angkutan

barang, meliputi :

tanah;

pasir;

batu atau batu split;
air mineral; dan
limbah.

> a0 TP

Kendaraan angkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kendaraan angkutan
barang meliputi:

a. memiliki konfigurasi roda 2 (dua) ban depan
dengan 4 (empat) ban belakang);

b. memiliki konfigurasi roda 2 (dua) ban depan
dengan 8 (delapan) ban belakang atau lebih;
dan/atau
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c. sesuai spesifikasi dan dimensi kendaraan
bermotor berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi rambu lalu lintas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 JUNI 2025

BUPATI SUBANG,

ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinva
EEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YGYON, KARYONO,S5.H. M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003



